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BERITA DAERAH 
KOTA BEKASI 

 

 
NOMOR : 9                   2021                SERI : E 

 

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
NOMOR 09 TAHUN 2021 

TENTANG 
PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BEKASI, 
Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan 

dinamika peraturan perundang-undangan serta 
sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

b. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kota Bekasi. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5601); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1114); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1447); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 1781); 

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E). 

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 
Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah; 
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2. Berita  Acara Rapat Nomor 910/13-
BA.TAPD/BPKAD Tanggal 10 Februari 2021 
Pembahasan Penyusunan Peraturan Wali Kota 
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi. 
 

  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN 
TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH KOTA BEKASI. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi. 
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik 
Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 

7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai 
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 
berkenaan. 

10. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada 
Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan 
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah. 
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11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang 
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah 
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang 
merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang 
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran berkenaan. 

13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali 
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun 
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah 
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang 
dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali. 

15. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah 
Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan 
layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha 
milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat 
dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. 

16. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai 
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak 
dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam 
periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan 
bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau 
timbulnya kewajiban. 

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 
5 (lima) tahun. 

19. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat 
RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

20. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat 
PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang 
diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan 
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran satuan kerja perangkat daerah. 
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22. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat 
rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat 
rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang 
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan 
sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 

23. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan 
penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan 
terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari 1 
(satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat 
keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang 
dituangkan dalam prakiraan maju. 

24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau 
lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah 
atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 

25. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) 
atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari 
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa 
personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan 
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis 
sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan 
keluaran dalam bentuk barang/jasa. 

26. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan 
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang 
pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. 

27. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang 
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 
Program dan kebijakan. 

28. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 
Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program. 

29. Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau 
Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan. 

30. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau 
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas yang terukur. 

31. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama 1 (satu) periode anggaran. 
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32. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada 
Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat 
dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat 
lainnya yang sah. 

33. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 
melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat. 

34. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh semua Daerah. 

35. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 
diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki 
Daerah. 

36. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi 
kebutuhan dasar warga negara. 

37. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan 
mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib 
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. 

38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam negeri. 

39. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota 
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kota. 

40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas 
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan 
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. 

41. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan 
Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD. 

42. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah 
badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 
Daerah. 

43. Barang Milik Daerah yang selanjutnya di singkat BMD adalah 
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 
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44. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran/barang. 

45. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya di singkat DPA 
adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja 
setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna 
anggaran. 

46. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Bekasi, yang selanjutnya disingkat BPKAD Kota Bekasi atau SKPD yang 
mendapat pelimpahan wewenang dari Wali Kota untuk melaksanakan 
fungsi selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. 

47. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 
umum daerah. 

48. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 
dipimpinnya. 

49. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKBMD adalah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

BAB II 
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 
Bagian Kesatu 

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

Pasal 2 

(1) Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip: 
a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 
b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi; 
c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; 
d. tepat  waktu,  sesuai  dengan  tahapan  dan  jadwal  yang  telah 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 
e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, 
manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan; dan 
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f. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan 
penerimaan dan pengeluaran daerah. 

(2) Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan 
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

(3) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas 
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah 
untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam 
penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 
 

Pasal 3 

(1) Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan 
RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan 
oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
keuangan. 

(2) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: 
a. kondisi ekonomi makro daerah; 

b. asumsi penyusunan APBD; 

c. kebijakan pendapatan daerah; 

d. kebijakan belanja daerah; 

e. kebijakan pembiayaan daerah; dan 

f. strategi pencapaian. 

(3) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan 
tahapan: 
a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah; 
b. menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk 

masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan 
program nasional yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah 
pusat dan prioritas serta program provinsi yang tercantum dalam 
rencana kerja pemerintah provinsi setiap tahun untuk pemerintah kota 
dan; 

c. menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran sementara 
untuk masing-masing program dan kegiatan. 

(4) Sub kegiatan dapat dianggarkan:  
a. untuk 1 (satu) tahun anggaran; atau  
b. lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk sub kegiatan tahun 

jamak.  
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(5) Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang tercantum dalam 
RPJMD, dan harus memenuhi kriteria paling sedikit: 

a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang secara teknis 
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang 
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam 
tahun anggaran berkenaan; 

b. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus 
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan 

 

c. pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya harus 
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran, antara lain 
penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, 
makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan 
pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service). 

(6) Penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan 
bersama antara Wali Kota dan DPRD, yang ditandatangani bersamaan 
dengan penandatanganan KUA dan PPAS. Jangka waktu penganggaran 
pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa 
jabatan Wali Kota berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud 
merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(7) Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi, 
kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur 
perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan pemutakhirannya.  

(8) Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 
 

Pasal 4 

(1) Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) kepada DPRD paling lambat 
minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara 
Wali Kota dan DPRD. 

(2) Wali Kota dapat mengajukan usulan penambahan kegiatan/sub kegiatan 
baru dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS  yang tidak terdapat 
dalam RKPD untuk disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan 
rancangan KUA dan rancangan PPAS. 

(3) Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud ayat (2), 
sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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(4) Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan 
DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus. 

(5) KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali Kota bersama DPRD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat 
daerah dalam menyusun RKA SKPD. 

(6) Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

(7) Persetujuan bersama paling sedikit memuat:  
a. nama kegiatan;  
b. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;  
c. jumlah anggaran; dan  
d. alokasi anggaran per tahun.  

(8) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap atau berhalangan sementara, 
Wakil Wali Kota bertugas untuk : 
a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 
b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS. 

(9) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan tetap atau 
sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang selaku penjabat/penjabat sementara/pelaksana tugas Wali 
Kota bertugas untuk:  

a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan  
b. menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS . 

(10) Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 
dalam waktu yang bersamaan,  pelaksana tugas pimpinan DPRD 
bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS. 

(11) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan 
KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), paling 
lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS 
disampaikan kepada DPRD, Wali Kota menyampaikan Rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, 
rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun Wali Kota, untuk 
dibahas dan disetujui bersama antara Wali Kota dengan DPRD sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal 5 

Pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS dilakukan sebagai berikut: 

a. Wali Kota menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan 
RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD diuraikan 
sebagai berikut:  
1. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan data dan 

informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam RKPD;  
2. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan data dan 

informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi 
pendanaan yang bersumber dari RKPD.  

3. TAPD dalam menyiapkan isi rancangan KUA dan PPAS sebagaimana 
huruf a dan b, didukung data dan informasi tentang Pra  RKA 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang disusun SKPD dan SKPKD 
yang memuat urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, 
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. 

b. penyusunan Pra RKA sebagaimana pada ayat (1) huruf c  menggunakan 
pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada: 
1. indikator  kinerja  merupakan  ukuran  keberhasilan  yang akan 

dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan 
meliputi masukan, keluaran, dan hasil; 

2. tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan 
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor 
kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap 
program, kegiatan dan sub kegiatan; 

3. sasaran  kinerja  merupakan  hasil  yang  diharapkan  dari suatu 
kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 

4. analisis  standar  belanja  merupakan  penilaian kewajaran atas beban 
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub 
kegiatan; 

5. standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang 
ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan mempertimbangkan 
standar harga satuan regional; 

6. RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi 
informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan 
BMD; dan 

7. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam 
menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 
secara minimal. 
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c. Wali Kota menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada 
DPRD; 

d. Wali Kota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan KUA dan 
rancangan PPAS. Pembahasan tersebut mengacu pada muatan rancangan 
KUA dan rancangan PPAS; 

e. Wali Kota dan DPRD melakukan kesepakatan bersama berdasarkan hasil 
pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS; 

f. Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS dituangkan 
dalam nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS yang 
ditandatangani bersama antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD; 

g. Ilustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS menyajikan 
informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan 
setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pedoman penyusunan APBD adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.   

Bagian Kedua 
Rencana Kerja dan Anggaran  

Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Pasal 6 

(1) TAPD  menyusun  rancangan  Surat  Edaran  tentang  Pedoman 
Penyusunan RKA-SKPD dan menyampaikan ke Wali Kota untuk 
diotorisasi. 

(2) Wali Kota menerbitkan  Surat Edaran  tentang  Pedoman Penyusunan 
RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. 

(3) Surat Edaran Wali Kota perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD 
diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan 
rancangan PPAS disepakati. 

(4) Surat Edaran Wali Kota paling sedikit memuat: 
a. prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang terkait; 
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan 

dan sub kegiatan SKPD berikut rencana pendapatan dan penerimaan 
pembiayaan; 

c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan 
d. dokumen lain sebagai lampiran meliputi KUA, PPAS, kode rekening 

APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan 
harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan APBD. 

(5) Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu hubungan 
anggaran belanja dengan sumber pendanaan pendapatan dan penerimaan 
pembiayaannya, antara lain: 
a. belanja  yang  dianggarkan  untuk  pelaksanaan  program, kegiatan, 

dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber pendanaannya 
berasal dari pendapatan retribusi; 
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b. belanja  yang  dianggarkan  untuk  pelaksanaan  program, kegiatan, 
dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus sumber pendanaannya 
berasal dari pendapatan transfer khusus berkenaan; 

c. belanja  yang  dianggarkan  untuk  pelaksanaan  program, kegiatan, 
dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana jalan sumber 
pendanaannya berasal dari pendapatan pajak kendaraan 
bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan; 

d. belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan 
sub kegiatan terkait penunjang urusan Pemerintah Daerah sumber 
pendanaannya berasal dari pendapatan dana alokasi umum. 

Pasal 7 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS, serta 
mengacu pada Surat Edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan 
RKA-SKPD. 

(2) Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, Kepala SKPD 
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan 2 
(dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun 
anggaran berjalan. 

(3) Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

(4) RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan 
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan 
tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang pedoman 
penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun. 

(5) RKA-SKPD sebagaimana disusun dengan menggunakan pendekatan: 

a. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah dilaksanakan dengan 
menyusun prakiraan maju secara bertahap disesuaikan dengan 
kebutuhan. Prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran 
untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam 
tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan; 

b. Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses 
perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk 
menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran; 

c. Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan,  keterkaitan 
antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari sub 
kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, efisiensi dalam 
pencapaian hasil dan keluaran. 
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(6) Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran 
berdasarkan kinerja berpedoman pada: 
a. indikator  kinerja  merupakan  ukuran  keberhasilan  yang akan 

dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan 
meliputi masukan, keluaran, dan hasil; 

b. tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang akan 
dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor 
kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap 
program, kegiatan dan sub kegiatan; 

c. sasaran  kinerja  merupakan  hasil  yang  diharapkan  dari suatu 
kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang 
akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur; 

d. analisis  standar  belanja  merupakan  penilaian kewajaran atas beban 
kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub 
kegiatan; 

e. standar harga satuan merupakan harga satuan barang dan jasa yang 
ditetapkan dengan keputusan Wali Kota dengan mempertimbangkan 
standar harga satuan regional; 

f. RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan barang milik 
daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi 
informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan 
BMD; dan 

g. Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja dalam 
menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara 
secara minimal. 

(7) Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan 
kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu 
dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan 
RKA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, 
kegiatan, dan sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai 
dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. 

(8) Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub kegiatan 
yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun 
sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang 
direncanakan atau 1(satu) tahun berikutnya dari tahun yang 
direncanakan. 

(9) Belanja  pegawai, belanja barang dan jasa, belanja  subsidi,  belanja hibah, 
belanja bantuan sosial, belanja modal, dianggarkan dalam RKA-SKPD 
sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing SKPD. 

(10) Belanja  bunga,  belanja  tidak  terduga  dan  belanja  transfer dianggarkan 
dalam RKA-SKPD pada SKPKD. 
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(11) Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah 
dianggarkan dalam RKA-SKPD pada: 
a. SKPKD; 
b. SKPD/Unit SKPD terkait yang melaksanakan pola pengelolaan 

keuangan BLUD. 
Pasal 8 

(1) RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk 
tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. 

(2) Rencana  pendapatan  memuat  urusan  pemerintahan  daerah, organisasi, 
akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek 
pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima oleh SKPD sesuai 
dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Rencana belanja memuat informasi mengenai: 
a. urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan daerah 

yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; 
b. organisasi memuat nama SKPD selaku PA; 
c. standar harga satuan; 
d. RKBMD; 
e. kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja, tolok ukur 

kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai dari program, kegiatan 
dan sub kegiatan; 

f. program memuat nama program yang akan dilaksanakan SKPD 
dalam tahun anggaran berkenaan; 

g. kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD 
dalam tahun anggaran berkenaan; 

h. sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan dilaksanakan 
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan; 

i. akun,  kelompok  belanja  yang  masing-masing  diuraikan menurut 
jenis, objek, rincian objek belanja, dan sub rincian objek. 

(4) Rencana Pembiayaan memuat kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit 

APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, rincian 
objek, dan sub rincian objek penerimaan pembiayaan; 

b. pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan 
surplus APBD, yang masing-masing diuraikan menurut jenis, objek, 
rincian objek, dan sub rincian objek pengeluaran pembiayaan. 
 

Pasal 9 

(1) Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan 
darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Kepala SKPD dapat 
menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati Wali 
Kota bersama DPRD. 
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(2) Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun terakhir 
untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya 
harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan. 

(3) Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), 
dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau 
TAPD menunjuk SKPD terkait. 

(4) Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang 
melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode rekening APBD. 
 

Bagian Ketiga 
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pasal 10 

(1) RKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk 
diverifikasi. 

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD 
untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan: 
a. KUA dan PPAS; 
b. prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya; 
c. dokumen perencanaan lainnya; 
d. capaian kinerja; 
e. indikator kinerja; 
f. analisis standar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuhan BMD; 
i. standar pelayanan minimal; 
j. proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan 
k. program dan Kegiatan antar RKA SKPD. 

(3) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

(4) Proses verifikasi TAPD sebagaimana ayat (2) mengandung informasi, aliran 
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara 
elektronik. 

(5) Selain diverifikasi  TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat Pengawas 
Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) Ilustrasi dokumen RKA menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai 
dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD adalah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 11 

(1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan 
oleh Kepala SKPD. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD 
disampaikan kepada Wali Kota. 

(3) Proses penyiapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan Pembiayaan; 

b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan 
daerah dan organisasi; 

c. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 
Program, Kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

d. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah APBD yang disajikan 
berdasarkan kebutuhan informasi; 

1. rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan 
daerah, organisasi, Program beserta hasil, kegiatan beserta keluaran, 
dan sub kegiatan beserta keluaran; 

2. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
Urusan Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka 
pengelolaan keuangan negara; 

3. rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
4. sinkronisasi Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan 

PPAS dengan Rancangan APBD; 
5. sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas 

daerah; 
6. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
7. daftar piutang daerah; 
8. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 
9. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah 

dan asset lain-lain; 
10. daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years); 
11. daftar dana cadangan; dan 
12. daftar pinjaman daerah. 
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(5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
nota keuangan dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran 
APBD. 

(6) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD memuat informasi kinerja 
berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing 
program, kegiatan, dan sub kegiatan. 

(7) Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Daerah tentang APBD menyajikan 
informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan 
setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pedoman penyusunan APBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III 
Peraturan Wali Kota ini. 

 
Bagian Keempat 

Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 12 

(1) Berdasarkan  persetujuan  bersama  terhadap  rancangan  Peraturan 
Daerah tentang APBD, Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali 
Kota tentang Penjabaran APBD. 

(2) Proses penyiapan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran 
APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
 

Pasal 13 

(1) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD memuat: 
a. ringkasan  penjabaran  APBD  yang  diklasifikasi  menurut kelompok, 

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan; 

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian 
objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

c. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Wali Kota penjabaran APBD 
yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: 
1. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 
2. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan 

sosial; 
3. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan 

keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 

4. Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi 
hasil; 
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5. Rincian  dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan  minyak  
bumi  dan pertambangan gas alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas 
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, 
kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, 
dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan. 

d. informasi  lainnya  yang  menunjang  kebutuhan  informasi pada 
Perkada penjabaran APBD. 

(2) Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD disertai penjelasan, yaitu:  

a. penganggaran  pendapatan  disertai  penjelasan  mengenai dasar 
hukum pendapatan; 

b. penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, 
lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah 
diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub kegiatan; 

c. penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai  dasar hukum, 
sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok penerimaan 
pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk kelompok 
pengeluaran pembiayaan. 

(3) Ilustrasi dokumen lampiran Peraturan Wali Kota penjabaran APBD 
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.  

BAB III 
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 
Bagian Kesatu 

Penyampaian dan Pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pasal 14 

(1) APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, yang dibahas 
dan disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD. Penyusunan APBD 
dilakukan dengan berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan 
pelayanan kepada masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara. 

(2) Wali Kota wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 
60 (enam puluh) hari kerja sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran 
berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Wali Kota dan 
DPRD. 
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(3) Dalam hal pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak sesuai ketentuan, dikenai sanksi 
asministratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilaksanakan 
oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota menyampaikan rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen 
pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS. 

Pasal 15 

(1) Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah 
tentang APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan 
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

(2) Penjelasan dan dokumen pendukung antara lain nota keuangan, RKPD, 
KUA, dan PPAS.  

(3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD 
dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang 
disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah. 

(4) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Wali Kota 
dan/atau DPRD dapat mengajukan usulan penambahan/perubahan 
kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan Perda tentang APBD yang 
terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan PPAS untuk disetujui bersama. 
Penambahan atau perubahan kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan 
berdasarkan kriteria keperluan mendesak. 

(5) Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Wali Kota terlambat 
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 
dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD. 

Bagian Kedua 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pasal 16 

(1) Persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dicapai setelah 
melalui pembahasan bersama antara Wali Kota dan DPRD. Persetujuan 
tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan 
bersama antara Wali Kota dan DPRD. 

(2) Wali Kota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya 
tahun anggaran setiap tahun. 
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(3) Berdasarkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Wali Kota menyiapkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran 
APBD. 

(4) Dalam hal DPRD dan Wali Kota tidak menyetujui bersama rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dalam 1 (satu) bulan sebelum dimulainya 
tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai 
sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(5) Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Wali Kota terlambat 
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD 
dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sanksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD.  

Pasal 17 

(1) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap, Wakil Wali Kota bertugas:  
a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD; 

dan 
b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD. 
(2) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara, Wali Kota mendelegasikan 

kepada Wakil Wali Kota untuk:  
a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD; 

dan; 
b. menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan 

Daerah tentang APBD. 
(3) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan tetap atau 

sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas Wali Kota 
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, 
sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan 
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana 
tugas/penjabat/penjabat sementara Wali Kota. 

(4) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara 
dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD 
menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD. 

(5) Ilustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan informasi 
yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap 
tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pedoman penyusunan APBD adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran V Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 18 

(1) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama 
dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak disampaikan rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Wali Kota 
menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi 
sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan 
belanja yang bersifat wajib. 

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dapat dilampaui apabila terdapat: 

a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan tambahan 
pembebanan pada APBD; dan/atau 

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 19 

(1) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 18 ayat (2) memuat lampiran yang terdiri atas: 
a. ringkasan APBD; 
b. ringkasan penjabaran APBD sampai dengan rincian obyek; 
c. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi; 
d. rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, 

Program, Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, 
belanja, dan Pembiayaan; 

e. rekapitulasi dan kesesuaian belanja menurut Urusan Pemerintahan 
daerah, organisasi, Program, dan Kegiatan; 

f. rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan 
Pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 

g. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
h. daftar Piutang Daerah; 
i. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 
j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 
k. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain- lain; 
l. daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan 

dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; 
m. daftar Dana cadangan; 
n. daftar Pinjaman daerah; 
o. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 
p. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 
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(2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) dapat ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota setelah memperoleh 
pengesahan dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD beserta lampirannya 
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD 
tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap 
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. 

(4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Wali 
Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan 
rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota.  

Pasal 20 

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Wali Kota 
melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar 
seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran sebelumnya. 

(2) Pengeluaran setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi 
hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang- undangan. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan  

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Rancangan  
Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

 
Pasal 21 

(1) Evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah kota tentang APBD dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD dilakukan oleh 
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 

(2) Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan daerah 
dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dengan 
kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD tidak 
bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi 
dan/atau peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh Daerah. 

Pasal 22 

(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama 
dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD 
disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling 
lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota. 
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(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan 

Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Wali Kota 
dan DPRD. 

(3) Surat pengantar untuk menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD 
dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD 
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan ke Menteri tanpa disertai 
lampiran. 

(4) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, 
dan RPJMD, Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang 
APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota 
tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali Kota sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(5) Dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, RKPD, 
KUA, PPAS, dan RPJMD, Wali Kota bersama DPRD melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil evaluasi 
diterima. 

(6) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak 
ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD, dan Wali Kota menetapkan 
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD menjadi 
Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya 
Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau 
pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Proses evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran APBD memuat 
informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang 
dilakukan secara elektronik. 

Pasal 23 

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) 
dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 
a. penyempurnaan dilakukan oleh Wali Kota melalui TAPD bersama dengan 

DPRD melalui badan anggaran. 
b. hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan 

dengan keputusan pimpinan DPRD. 
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c. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b dijadikan 
dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD. 

d. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

e. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b 
disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah 
keputusan tersebut ditetapkan. 

f. dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu 
yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara 
DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil 
penyempurnaan; 

g. dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan tidak 
diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari 
Gubernur, Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah APBD berdasarkan 
hasil penyempurnaan. 

h. Peraturan Daerah tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor 
registrasi dari Gubernur. 

Bagian Keempat 
Penetapan Peraturan Daerah tentang  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
dan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pasal 24 

(1) Penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah 
dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD menjadi 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD merupakan tahap akhir 
dalam proses penetapan APBD setelah melalui tahapan penyusunan oleh 
Pemerintah Daerah, pembahasan bersama oleh DPRD dengan Pemerintah 
Daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi. 

(2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah 
dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD menjadi 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD ditandai dengan 
penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran 
daerah. 

Pasal 25 

(1) Wali Kota menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan 
Peraturan Daerah APBD menjadi Peraturan Daerah dan rancangan 
Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD menjadi Peraturan Wali 
Kota yang berupa: 

a. surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam 
evaluasi menunjukkan hasil sesuai; 
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b. surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaan 
terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai. 

(2) Wali Kota harus mendapat nomor registrasi atas Peraturan Daerah APBD 
dari Gubernur. 

(3) Wali Kota beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:  

a. penetapan rancangan Peraturan Daerah APBD menjadi Perda; dan 
b. penetapan rancangan Peraturan Wali Kota Penjabaran APBD menjadi 

Peraturan Wali Kota. 
(4) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan 

Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun 
sebelumnya. 

(5) Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Wali Kota tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan 
Daerah dan Peraturan Wali Kota ditetapkan. 

(6) Dalam hal Wali Kota berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan 
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Wali Kota tentang 
Penjabaran APBD. 

(7) Ilustrasi dokumen Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD 
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD adalah sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Wali Kota ini. 

(8) Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan 
Wali Kota APBD antara lain:  

a. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:  

b. daftar piutang daerah;  

c. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;  

d. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan 
aset lainnya;  

e. daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);  

f. daftar dana cadangan daerah;  

g. daftar pinjaman daerah;  

h. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;  

i. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;  

j. daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan 
Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;  
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k. daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi 
hasil; 

l. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, 
objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

m. rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas 
Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 
akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

n. rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, 
jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

Bagian Kelima 
Penyusunan Dan Penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Hal Tidak Tercapai 

Persetujuan Bersama 
Pasal 26 

(1) Dalam hal Wali Kota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama 
dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD oleh Wali Kota kepada DPRD, Wali Kota 
menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD dengan 
berpedoman kepada RPJMD, RKPD dan KUA serta PPAS. 

(2) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD paling tinggi sebesar angka 
APBD tahun anggaran sebelumnya. 

(3) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka pengeluaran 
APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya. 

(4) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD maka Angka 
APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang 
ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya 

(5) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD diprioritaskan untuk 
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. 

(6) Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan 
secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah 
dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun 
anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan 
jasa. 
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(7) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya 
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara 
lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, 
kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh 
tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(8) Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila 
terdapat:  
a. kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan 

pembebanan pada APBD; dan/atau 
b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Rancangan Peraturan Wali Kota ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota 
setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur sebagai wakil pemerintah 
pusat. 

(10) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (9), 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD beserta lampirannya 
disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak 
mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap rancangan 
Perda tentang APBD. 

(11) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Gubernur sebagai wakil 
pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Peraturan Wali Kota, 
Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan 
Wali Kota. 

(12) Dalam hal Wali Kota dan DPRD belum menyetujui bersama rancangan 
Peraturan Daerah tentang APBD atau menetapkan rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD setelah 
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, Wali Kota menetapkan 
Peraturan Wali Kota mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling 
tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran 
sebelumnya. 

(13) Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai keperluan 
mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai, 
layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari. 

(14) Proses penyusunan dan penetapan rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan 
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.  
 

Pasal 27 

Pelaksanaan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang APBD dalam hal tidak 
tercapai persetujuan bersama sebagaimana dimaksud Pasal 26 adalah sebagai 
berikut: 
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a. TAPD berkomunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-masing 
SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib dan belanja 
mengikat; 

b. TAPD menyusun rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD; 

c. TAPD menyerahkan rancangan Peraturan Wali Kota tentang APBD ke Wali 
Kota melalui Sekretaris Daerah untuk diotorisasi; 

d. Wali Kota menyerahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
untuk mendapatkan pengesahan; 

e. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengesahkan Rancangan 
Peraturan Wali Kota menjadi Peraturan Wali Kota.  

 
BAB IV 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 

Bagian Kesatu 
Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Daerah 
Pasal 28 

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD mengungkapkan laporan 
kegiatan keuangan Pemerintah Daerah yang menunjukkan ikhtisar 
sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta ketaatannya 
terhadap APBD selama periode Januari sampai dengan Juni tahun 
anggaran berkenaan. 

(2) Laporan realisasi semester pertama APBD menggambarkan perbandingan 
antara anggaran dengan realisasinya dalam periode Januari-Juni pada 
tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:  

a. pendapatan-LRA;  
b. belanja;  
c. transfer;  
d. surplus/defisit-LRA;  
e. pembiayaan; dan  
f. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.  

(3) Pemerintah Daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada DPRD 
paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan. 
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Pasal 29 

(1) Berdasarkan laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dari 
bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban pengeluaran dari 
bendahara pengeluaran, PPK SKPD menyiapkan laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis SKPD dengan cara:  

a. menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam 
laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan laporan 
pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per rekening dan jenis 
penerimaan belanja dari bulan Januari sampai dengan Juni.  

b. jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis belanja hasil 
penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam format laporan realisasi 
semester pertama APBD dan prognosis SKPD pada kolom realisasi 
semester pertama.  

c. mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran dan 
penerimaan. 

d. mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah dengan nilai 
rencana perubahan anggaran. 

(2) Pejabat Pengelola Keuangan SKPD menyerahkan laporan realisasi semester 
pertama APBD dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku Pengguna 
Anggaran untuk ditandatangani. 

(3) Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti ketepatan, 
kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam penyajian data dan 
informasi yang tercantum pada laporan realisasi semester pertama APBD 
dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan 
SKPD. 

(4) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku 
Pengguna Anggaran menandatangani laporan realisasi semester pertama 
APBD dan prognosis SKPD. 

(5) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi 
semester pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangani 
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah semester 
pertama berakhir. 

Pasal 30 

(1) Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis yang 
diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, Bendahara Umum 
Daerah melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian 
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD dengan: 

a. Pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan  

b. Pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang ada di 
Bendahara Umum Daerah.  
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(2) Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, Bendahara Umum Daerah 
menggabungkan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
SKPD menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis 
Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.  

(3) Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis Pemerintah 
Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan kepada Sekretaris 
Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah untuk 
mendapatkan persetujuan.  

(4) Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan kepada 
Wali Kota untuk ditandatangani paling lambat minggu ketiga bulan Juli.  

Bagian Kedua 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 31 

(1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 menjadi dasar perubahan APBD. 

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
apabila terjadi: 
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran 

antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, 
dan antar jenis belanja; 

c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 

d. keadaan darurat; dan/atau 
e. keadaan luar biasa. 

Bagian Ketiga 
Perubahan Kebijakan Umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

Pasal 32 

(1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya: 
a. pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah; 
b. pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau 
c. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah. 

(2) Wali Kota memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan 
perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD. 

(3) Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang 
ditetapkan sebelumnya. 
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(4) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disertai penjelasan: 
a. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam 

perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan 
APBD tahun anggaran berjalan; 

b. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi 
dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan 

c. capaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan 
dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. 

(5) Proses penyusunan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan 
PPAS memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

 
Pasal 33 

(1) Wali Kota menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu 
pada pedoman penyusunan APBD.  
a. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan 

data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam 
perubahan RKPD.  

b. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS 
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta 
indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari 
perubahan RKPD. 

c. TAPD dalam menyiapkan isi rancangan perubahan KUA dan perubahan 
PPAS sebagaimana huruf a dan b, didukung data dan informasi tentang 
rancangan perubahan RKA pendapatan, belanja dan pembiayaan yang 
disusun SKPD dan SKPKD yang memuat urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian 
objek. 

(2) Wali Kota menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahan PPAS kepada DPRD. 

(3) Wali Kota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA 
dan rancangan perubahan PPAS. 

(4) Wali Kota dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil 
pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS. 

(5) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan 
nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara 
Wali Kota dengan pimpinan DPRD.  
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(6) Ilustrasi dokumen pada tahapan perubahan KUA dan perubahan PPAS 
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan 
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VII Peraturan Wali Kota ini. 

Bagian Keempat 
Pergeseran Anggaran 

Pasal 34 

(1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit 
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar 
kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub 
rincian objek. 

(2) Pergeseran anggaran terdiri atas:  
a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan  
b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 

(3) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:  
a. pergeseran antar organisasi;  
b. pergeseran antar unit organisasi;  
c. pergeseran antar program;  
d. pergeseran antar kegiatan,  
e. pergeseran antar sub kegiatan;  
f. pergeseran antar kelompok;  
g. pergeseran antar jenis.  

(4) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu: 
a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat 

dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.  
b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini 

dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 
c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. 

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. 
d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat 

dilakukan atas persetujuan Pengguna  Anggaran. 
(5) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang 

dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan 
perubahan Peraturan Wali Kota penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika 
perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan 
dalam Peraturan Wali Kota perubahan penjabaran APBD. 
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(6) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran tidak 
tertutup kemungkinan adanya perubahan uraian yang tercantum dalam 
rincian obyek belanja pada DPA-SKPD di luar pergeseran anggaran, 
meliputi : 
a. perubahan harga satuan dan volume; 
b. perubahan lokasi. 

(7) Perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja pada DPA-
SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD, yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari DPA-SKPD meliputi : 
a. perubahan harga satuan dan atau volume untuk anggaran belanja 

pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal setelah membuat 
Berita Acara kemudian mendapat persetujuan TAPD. 

b. perubahan lokasi kegiatan/pekerjaan setelah membuat Berita Acara 
mendapat memperoleh persetujuan TAPD. 

(8) Terhadap perubahan uraian yang tercantum dalam rincian obyek belanja 
pada DPA-SKPD di luar cakupan dapat langsung direalisasikan 
pelaksanaan anggaran belanjanya. 

(9) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang 
dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam Laporan Realisasi 
Anggaran. 

(10) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan 
APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Wali 
Kota dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu 
tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas 
pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. 

(11) Jika pergeseran sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan sebelum 
perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam 
Peraturan Daerah perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan 
setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(12) Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti 
ketentuan mekanisme perubahan APBD. 

(13) Proses pergeseran anggaran memuat informasi, aliran data, serta 
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik. 

(14) Ilustrasi dokumen pada tahapan pergeseran anggaran menyajikan 
informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan 
setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai 
pedoman penyusunan APBD adalah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran VIII Peraturan Wali Kota inI. 

Pasal 35 

(1) Kepala SKPD mengusulkan pergeseran anggaran berdasarkan situasi dan 
kondisi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan. 
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(2) Atas usulan sebagaimana dimaksud ayat (1):  
a. TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang diperlukan jika 

pergeseran anggaran merubah perda APBD;  

b. Sekretaris Daerah/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan 
jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD. 

(3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan 
DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran anggaran.  

(4) Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-
SKPD. 

(5) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud ayat (3) disetujui oleh 
Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.  

(6) Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas. 
 

Bagian Kelima 
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pasal 36 

(1) Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus 
digunakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 32 ayat (2) huruf c dapat berupa:  
a. menutupi defisit anggaran;  
b. mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia 

anggarannya;  
c. membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang 

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;  
d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;  
e. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai asn akibat adanya 

kebijakan pemerintah; 
f. mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia 

anggarannya; dan/atau 
g. mendanai sub kegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan 

dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, 
yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian 
pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. 

(2) Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan 
pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam 
Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD. 
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(3) Mendanai kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 
huruf b merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan:  
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau  
b. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 

(4) Pekerjaan yang telah selesai sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a 
merupakan pekerjaan yang telah ada berita acara serah terima pekerjaan 
dan telah terbit Surat Perintah membayar (SPM) namun belum dilakukan 
pembayaran. 

(5) Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran 
sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dianggarkan kembali 
pada akun belanja dalam APBD Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode 
rekening berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan. 

(6) Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum 
lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b harus dianggarkan 
kembali pada akun belanja dalam APBD tahun anggaran berikutnya sesuai 
kode rekening belanja berkenaan dan dianggarkan pada SKPD berkenaan. 

(7) Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya 
terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran 
APBD tahun anggaran berikutnya untuk selanjutnya dituangkan dalam 
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran berikutnya 
atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah 
yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.  

 
Bagian Keenam 

Pendanaan Keadaan Darurat 
Pasal 37 

(1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan 
darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan 
APBD. 

(2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam 
hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka 
pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

Bagian Ketujuh 
Pendanaan Keadaan Luar Biasa 

Pasal 38 

(1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 
anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 31 ayat (1) huruf e. 
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(2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran 
dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% 
(lima puluh persen). 

(3) Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 39 
(1) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 

dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru, penjadwalan ulang 
dan/atau peningkatan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub 
kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

(2) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud ayat (1) 
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 

(3) Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja program, 
kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan 
terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD. 

(4) RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dan 
(3) digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah 
tentang perubahan kedua APBD. 

(5) Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan 
dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) 
sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (2) dapat dilakukan penjadwalan 
ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan 
dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. 

(6) Penjadwalan ulang dan/atau pengurangan capaian sasaran kinerja 
program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) 
diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD. 

(7) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan sebagai 
dasar penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan kedua 
APBD.  

Bagian Kedelapan 
Penyusunan Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Alinea Kesatu 

Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 
Pasal 40 

(1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling 
lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan 
untuk dibahas dan disepakati bersama antara Wali Kota dan DPRD.  
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(2) Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota kesepakatan perubahan KUA 
dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama 
antara Wali Kota dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan paling 
lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.  

(3) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap, Wakil Wali Kota menyampaikan 
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada 
DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA 
dan rancangan perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan 
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS. 

(4) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara, Wali Kota mendelegasikan 
kepada Wakil Wali Kota untuk menyampaikan rancangan perubahan KUA 
dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani 
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA 
dan nota kesepakatan perubahan PPAS. 

(5) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan tetap atau 
sementara, pejabat pengganti Wali Kota menyampaikan rancangan 
perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, 
sedangkan penandatanganan kesepakatan terhadap rancangan perubahan 
KUA dan rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota 
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS 
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang 
berwenang, selaku pelaksana tugas/penjabat/penjabat sementara Wali 
Kota. 

(6) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam 
waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani 
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan 
perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA 
dan nota kesepakatan perubahan PPAS. 

Alinea Kedua 
Penyusunan Perubahan RKA SKPD 

Pasal 41 

(1) Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati Wali Kota 
Bersama DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusunan 
RKA SKPD. 

(2) Perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud ayat (1) 
disampaikan kepada perangkat daerah disertai dengan: 
a. program dan kegiatan baru; 
b. kriteria DPA SKPD yang dapat diubah; 
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c. batas waktu penyampaian RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD kepada 
PPKD; dan/atau 

d. dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening perubahan APBD, 
format RKA SKPD, format perubahan DPA SKPD, analisis standar 
belanja, standar harga satuan dan perencanaan kebutuhan BMD serta 
dokumen lain yang dibutuhkan. 

(3) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling 
lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berkenaan. 

(4) Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Wali Kota 
menerbitkan Surat Edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-
SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun perubahan RKA-
SKPD, dengan langkah sebagai berikut: 

a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang pedoman 
penyusunan perubahan RKA-SKPD. 

b. TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang pedoman 
penyusunan perubahan RKA-SKPD ke Wali Kota untuk diotorisasi. 

(5) Surat Edaran Wali Kota paling sedikit memuat:  
a. prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan sub kegiatan 

yang terkait;  
b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan 

sub kegiatan SKPD;  
c. batas waktu penyampaian perubahan RKA SKPD dan perubahan DPA 

SKPD kepada PPKD; dan  
d. dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan kua, perubahan ppas, 

kode rekening APBD, format RKA SKPD, format Perubahan DPA SKPD, 
analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan 
BMD dan pedoman penyusunan APBD.  

(6) Surat Edaran Wali Kota perihal pedoman penyusunan RKA SKPD dan 
perubahan DPA SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan 
Agustus tahun anggaran berjalan.  

Pasal 42 

(1) Kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan perubahan KUA dan 
perubahan PPAS serta pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap 
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. 

(2) Perubahan RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan 
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sesuai 
dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang 
pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun.  

(3) RKA SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan perubahan DPA 
SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun 
oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi. 
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(4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TAPD 
untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD 
dengan: 
a. perubahan KUA dan perubahan PPAS; 
b. prakiraan maju yang telah disetujui; 
c. dokumen perencanaan Iainnya; 
d. capaian Kinerja; 
e. indikator Kinerja; 
f. analisis standar belanja; 
g. standar harga satuan; 
h. perencanaan kebutuhan BMD; 
i. RKBMD; 
j. standar pelayanan minimal; dan 
k. program dan kegiatan antar RKA SKPD dan perubahan DPA SKPD. 

(5) Dalam hal hasil verifikasi TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdapat ketidaksesuaian, Kepala SKPD melakukan penyempurnaan. 

(6) Selain diverifikasi TAPD, RKA SKPD juga direviu oleh aparat pengawas 
internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(7) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD berlaku secara 
mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA SKPD pada perubahan 
APBD.  

Alinea Ketiga 
Penyusunan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Pasal 43 

(1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 
dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD dan perubahan DPA 
SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD. 

(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 
a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan 

jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 
b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi; 
c. rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 
 



41 
 

d. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah tentang Perubahan 
APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:  

1. rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub 
kegiatan beserta target dan indikator; 

2. rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan 
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam 
kerangka pengelolaan keuangan negara; 

3. rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 
4. sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan 

APBD; 
5. sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan 

PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; 
6. sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas 

Daerah.  
e. Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan 

Daerah tentang Perubahan APBD antara lain:  
1. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 
2. daftar piutang daerah; 
3. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 
4. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah 

dan aset lain-lain;  
5. daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years); 
6. daftar dana cadangan; 
7. daftar pinjaman daerah. 

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 
nota keuangan dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran 
perubahan APBD.  

(4) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit 
terdiri atas: 
a. ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut 

kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 

b. perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan 
rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan 

c. rekapitulasi dan sinkronisasi Peraturan Wali Kota tentang perubahan 
penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi 
antara lain:  
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1. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 
2. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan 

sosial; 
3. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan 

keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 
4. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi 

hasil; 
5. rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, 
dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan 
pembiayaan; 

6. rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan 
Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan 
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, 
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek 
pendapatan, belanja dan pembiayaan; 

7. sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada 
daerah perbatasan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
perubahan penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan 
Negara  

d. informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Peraturan 
Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBD.  

(5) Penganggaran pendapatan dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai 
penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. 

(6) Penganggaran belanja dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai 
penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang 
bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber 
pendanaan sub kegiatan. 

(7) Penganggaran pembiayaan dalam rancangan Peraturan Wali Kota tentang 
perubahan penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai 
penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan 
untuk kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran 
pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 44 

(1) Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan 
berupa peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program, 
kegiatan dan sub kegaitan dari yang telah ditetapkan semula. 
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(2) Perubahan DPA-SKPD sebagaima dimaksud ayat (1) memuat capaian 
sasaran kinerja, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun setelah 
perubahan. 

BAB V 
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH 
Bagian Kesatu 

Penyampaian dan Pembahasan 
Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 

Pasal 45 

(1) Wali Kota wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen 
pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan 
bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran 
berkenaan. 

(2) Proses pengajuan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 
dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian 
dokumen yang dilakukan secara elektronik. 
 

Pasal 46 

(1) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 
dilaksanakan oleh Wali Kota dan DPRD setelah Wali Kota menyampaikan 
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD beserta penjelasan 
dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada perubahan RKPD, 
perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 

(3) Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan 
APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam 
pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah. 

Pasal 47 

(1) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan 
APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk 
dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. 

(2) Wali Kota dan DPRD melakukan pembahasan rancangan Peraturan 
Daerah tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada perubahan 
RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS. 
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(3) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 
dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Wali 
Kota dan pimpinan DPRD.  

Bagian Kedua 
Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 

Pasal 48 

(1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Wali Kota paling lambat 3 
(tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir. 

(2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak mengambil keputusan bersama dengan Wali Kota terhadap 
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Wali Kota 
melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun 
anggaran berkenaan berakhir. 

(3) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 
dilakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

Pasal 49 

(1) Wali Kota dan DPRD melakukan persetujuan Bersama berdasarkan hasil 
pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. 

(2) Wali Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD setelah 
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. 

(3) Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Peraturan 
Daerah tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang 
ditentukan, Wali Kota melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan 
dalam APBD tahun anggaran berkenaan. 

Bagian Ketiga 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah 

Pasal 50 
(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD yang telah 

disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD dan rancangan Peraturan 
Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada 
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari kerja 
terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota. 
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(2) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan 
Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, 
dan perubahan PPAS yang disepakati antara Wali Kota dan DPRD. 

(3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai 
wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya 
Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang keuangan. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji 
kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD 
dengan: 
a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 
b. kepentingan umum; 
c. perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan 
d. RPJMD. 

(5) Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program dalam 
rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan Peraturan 
Daerah tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam 
menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan 
PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang APBD 
dengan KUA dan PPAS. 

(6) Pengujian kesesuaian rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan 
APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan 
APBD dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal 
yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi: 
a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; 
b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; 
c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; 
d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat; dan/atau 
e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-

golongan, dan gender. 
(7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

(8) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan 
PPAS, dan RPJMD, Wali Kota menetapkan rancangan tersebut menjadi 
Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(9) Dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyatakan hasil 
evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD tidak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih 
tinggi, kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan 
PPAS, dan RPJMD, Wali Kota bersama DPRD melakukan penyempurnaan 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 

(10) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak 
ditindaklanjuti oleh Wali Kota dan DPRD dan Wali Kota menetapkan 
rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD menjadi Peraturan 
Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran Perubahan 
APBD menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada 
Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang 
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk 
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 51 

Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (9) 
dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 

a. penyempurnaan dilakukan Wali Kota melalui TAPD bersama dengan DPRD 
melalui badan anggaran. 

b. hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan 
dengan keputusan pimpinan DPRD. 

c. keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b dijadikan 
dasar penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. 

d. keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b 
dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya. 

e. Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b 
disampaikan kepada Gubernur untuk perubahan APBD paling lambat 3 
(tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan. 

f. dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu 
yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara 
DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD. 

g. dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 
(tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari gubernur, kepala daerah 
menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD berdasarkan hasil 
penyempurnaan evaluasi. 

h. Peraturan Daerah tentang perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat 
nomor registrasi dari Gubernur. 
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Bagian Keempat 
Penetapan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Peraturan Wali Kota tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 

Pasal 52 
(1) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD menjadi 

Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran 
perubahan APBD menjadi Peraturan Wali Kota merupakan tahap akhir 
dalam proses penetapan perubahan APBD setelah melalui tahapan 
penyusunan oleh Pemerintah Daerah, pembahasan bersama oleh DPRD 
dengan Pemerintah Daerah, persetujuan DPRD hingga evaluasi. 

(2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD menjadi 
Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran 
perubahan APBD menjadi Peraturan Wali Kota ditandai dengan 
penomoran, penandatanganan, dan pengundangan ke dalam lembaran 
daerah. 

Pasal 53 

(1) Wali Kota menerima surat keputusan sebagai dasar penetapan rancangan 
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan 
rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD 
menjadi Peraturan Wali Kota yang berupa: 
a. surat Keputusan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam 

evaluasi menunjukkan hasil sesuai. 
b. surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan penyempurnaan 

terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai. 

(2) Wali Kota harus mendapat nomor registrasi atas Peraturan Daerah tentang 
perubahan APBD dari Gubernur. 

(3) Wali Kota beserta Sekretaris Daerah menyusun dan menandatangani:  
a. penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD 

menjadi Perda; serta 
b. penetapan rancangan Peraturan Wali Kota tentang penjabaran 

perubahan APBD menjadi Peraturan Wali Kota. 
(4) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan 

rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan 
November tahun anggaran berkenaan. 

(5) Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan 
Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD kepada Gubernur sebagai 
wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah 
Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota ditetapkan. 
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(6) Dalam hal Wali Kota berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan 
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Wali Kota 
tentang Penjabaran perubahan APBD. 
 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 54 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi 
Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri A) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas  Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 
Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Bekasi  (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E) dan 
Peraturan Wali Kota Nomor 27.A Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan 
dan Penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi 
(Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 27.A Seri E), yang mengatur 
mengenai pedoman teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 55   

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

 Ditetapkan di Bekasi 
             pada tanggal 16 Februari 2021  

             WALI KOTA BEKASI, 

         Ttd/Cap 

             RAHMAT EFFENDI 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 16 Februari 2021    

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 

                     Ttd/Cap 

   
            RENY HENDRAWATI 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2021 NOMOR  9 SERI E 
 



49 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


